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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 / 252 / 404.012 / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI
PEDOMAN RETENSI ARSIP KABUPATEN NGAWI

DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Menimbang: a.

[

\_/ Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI NGAWI,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Pedoman
Retensi Arsip Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Reformasi
Birokrasi 2020-2024 dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pengelolaan
Arsip Daerah pada Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, maka
perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Pedoman Retensi Arsip
Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi 2020-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Narasumber Sosialisasi Pedoman Retensi Arsip
Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi 2020-2024
Tahun Anggaran 2020.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1787);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kebupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 03);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019
Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 16);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 73);

Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/67/404.033/2018 tentang
Standar Satuan Harga Honorarium dan Uang Lembur
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan
Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/9.A/404.012/2020.
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MEMUTUSKAN :

Menunjuk Narasumber Sosialisasi Pedoman Retensi Arsip
Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi 2020-2024
Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan
informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya
masing-masing.

Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing sebesar
Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
per jam.

Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 Kode Rekening 2.18.02.17.01.15.003.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Wovembgw 2029

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepatla :
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR
TANGGAL

:188/ 252 /404.012/2020
20 Novewber

2020

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI

PEDOMAN RETENSI ARSIP KABUPATEN NGAWI

DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
TAHUN ANGGARAN 2020

No.

Nama

Jabatan dalam
Dinas/Instansi

Materi

2

3
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BUDI SUTRISNO, S.Kom., M.T.

LUKAS KUKUH DWISARANTYO,
S.Sos., M.E.

Pengawas Pemerintah
Madya pada Inspektorat
Kabupaten Ngawi

Kepala Sub Bagian
Kinerja dan Reformasi
Birokrasi pada Bagian
Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Ngawi

Autentisitas  Arsip |
dalam rangka
pengawasan kinerja
Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi
dan Pengelolaan
Arsip

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO



